
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 53 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 52 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

Menimbang 

TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa terdapat usulan penggunaan dan penyesuman 
belanja yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran (SiLPA) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 
(DBHCHT) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang 
Pendidikan serta terdapat pergeseran antar objek dan 
rincian objek belanja pada jenis belanja dan kegiatan 
yang sarna; 

b . bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2024, lampiran huruf g dalam hal Pemerintah 
Daerah belum menyesuaikan klasifikasi, kodefikasi dan 
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan 
daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian 
program, kegiatan, dan subkegiatan dengan melakukan 
perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran 
APBD Tahun Anggaran 2024, serta bahwa pergeseran 
antar objek dala m jenis yang sarna, antar rincian objek 
dalam objek yang sarna, dan antar subrincian objek 
dalam rincian objek yang sarna dilakukan melalui 
perubahan RKA SKPD pada SIPDRI, untuk selanjutnya 
dilakukan perubahan peraturan kepala daerah ten tang 
Penjabaran APBD danjatau perubahan peraturan kepala 
daerah tentang penjabaran perubahan APBD; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2024 ten tang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 
2024; 
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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pemeritahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Republik Indonesia Tahun 
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6914); 

8 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
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2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ten tang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6897); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 136); 

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah 
diu bah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 
Tahun 2020 ten tang Standar Harga Satuan Regional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
112); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); 
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2010 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJP) Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2010 Nomor 7); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 
2014 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerab Kabupaten 
Tasikmalaya Tabun 2014 Nomor 10); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tabun 2021 Nomor 3); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengab 
Daerah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021 Nomor 11); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tabun 2022 Nomor 8); 

28 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 
2023 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab 
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 10); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2023 ten tang ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Derah 
Kabupaten Tasikmalaya Tabun 2023 Nomor 1); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 
2024 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024; 
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31. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2024 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERU BAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2024 TENTANG 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 

PasalI 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 
Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 52), diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2024 

ten tang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 52) diubah menjadi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam 
Peraturan Bupati ini. 

2. Lampiran II Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2024 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024 (Be rita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2024 Nomor 52) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Sin aparna 
pada tanggal, 16 Okt oer 2024 

Ditetapkan di Singaparna 
~==~ tanggal, r6 kt:)oer 2J24 

KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 53 


